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BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR   11   TAHUN  2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP KEUANGAN

BERDASARKAN  JADWAL RETENSI ARSIP

BUPATI BANTUL,

	Menimbang
	:
	a. bahwa penyusutan arsip merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap instansi;

b. bahwa Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul belum mengatur secara teknis pelaksanaan penyusutan arsip keuangan;

c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud    huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Arsip Keuangan Berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;



	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai  Berlakunya   Undang-Undang  1950     Nomor 12, 13, 14, dan 15;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2030;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bantul;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penanganan Arsip Dinamis Inaktif Tidak Teratur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 25 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009;



	Memperhatikan
	:
	1. Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusutan Arsip pada Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan;
2. Keputusan Bersama Kepala Arsip Nasional Nomor 02 Tahun 2000 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2000 tentang Jadwal Retensi Arsip Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
3. Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 1A Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan;
4. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/01/1981 tentang Penanganan Arsip Inaktif sebagai Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Tentang Penyusutan Arsip;
5. Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Nomor SE/02/1983 tentang Pedoman Untuk Menentukan Nilai Guna Arsip;


	MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYUSUTAN ARSIP KEUANGAN BERDASARKAN JADWAL RETENSI ARSIP.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati  ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.

2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.

3. Kantor Arsip adalah Kantor Arsip Kabupaten Bantul.

4. Instansi adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Dinas Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

5. Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Kantor Arsip Kabupaten Bantul.

6. Unit Pengolah Pemerintah Kabupaten Bantul adalah Instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

7. Unit Kearsipan Instansi adalah unit kerja yang bertanggungjawab pada pembinaan arsip aktif dan pengelolaan arsip inaktif di Instansi, yaitu: Bagian Umum, Sekretariat, Sub Bagian Tata Usaha, dan Unit Pelaksana Teknis.

8. Unit Pengolah Instansi adalah unit yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Instansi, yaitu: Sekretariat, Bagian, Sub Bagian, Bidang, Sub Bidang, Seksi, Inspektur Pembantu Bidang, dan Unit Pelaksana Teknis.

9. Arsip keuangan adalah naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan.

10. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya atau digunakan secara langsung dalam penyelenggaraan administrasi negara. 

11. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi. 

12. Arsip inaktif adalah arsip dinamis yang frekwensi penggunaannya untuk penyelenggaraan administrasi sudah menurun.

13. Arsip statis adalah arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan, penyelenggaraan kehidupan kebangsaan pada umumnya maupun untuk penyelenggaraan sehari-hari administrasi negara.

14. Nilai guna arsip arsip adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaannya bagi kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan pada umumnya.

15. Penyusutan arsip adalah kegiatan pengurangan volume arsip dengan cara pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip.

16. Pemindahan arsip adalah memindahkan arsip inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan.

17. Pemusnahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan telah melampaui jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Penyerahan arsip adalah kegiatan menyerahkan arsip statis ke kantor arsip.

19. Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan arsip serta keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.

20. Jadwal Retensi Arsip Keuangan adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip keuangan beserta jangka waktu penyimpanannya serta keterangan lain yang diperlukan sesuai dengan nilai kegunaannya dan dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip keuangan.

21. Daftar Arsip adalah daftar sekurang-kurangnya berisi nomor urut, series atau uraian berkas, tahun arsip, jumlah arsip dan keterangan, yang digunakan sebagai sarana penemuan kembali dan penyusutan arsip.

22. Series atau uraian berkas adalah unit-unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subyek, merupakan hasil dari kegiatan yang sama.

BAB II

KEBIJAKSANAAN PENYUSUTAN ARSIP

Pasal 2

(1) Penyusutan arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan.

(2) Penyusutan arsip dilaksanakan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip Keuangan untuk arsip yang tercipta setelah dikeluarkannya Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten.

(3) Penyusutan arsip keuangan yang tercipta sebelum dikeluarkannya Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten disusutkan berdasarkan Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor SE/02/1983 tentang Pedoman Umum Untuk Menentukan Nilai Guna Arsip.

(4) Penyusutan arsip dilaksanakan oleh setiap Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(5) Setiap penyusutan arsip dilakukan penilaian.

(6) Penyusutan dilaksanakan oleh tim yang anggotanya sekurang-kurangnya terdiri dari unsur unit pengolah, unit kearsipan, dan arsiparis.

(7) Bagi instansi yang belum memiliki arsiparis dapat meminta bantuan Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten.

(8) Arsip yang akhirnya dinyatakan dinilai kembali setelah masa retensinya habis dilakukan penilaian kembali oleh tim penyusutan.

(9) Hasil dari penilaian sebagaimana tersebut pada ayat (8) sebagai dasar penyusutan.

(10) Penyusutan arsip dalam bentuk apapun dibuatkan Surat Keputusan, Daftar Arsip dan Berita Acara.

Bagian Kesatu

Pemindahan Arsip

Pasal 3

(1) Arsip yang retensi keseluruhan kurang dari 5 (lima) tahun dipindahkan dari unit pengolah instansi ke unit kearsipan instansi.

(2) Arsip yang retensi keseluruhan 5 (lima) tahun atau lebih dipindahkan dari unit kearsipan instansi ke Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kedua

Pemusnahan Arsip

Pasal 4

(1) Arsip yang retensinya 3 (tiga) tahun sampai 4 (empat) tahun dimusnahkan oleh unit kearsipan instansi setelah mendapat persetujuan Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten.

(2) Arsip yang retensinya 5 (lima) tahun sampai 9 (sembilan) tahun dimusnahkan oleh Unit Kearsipan Ppemerintah Kabupaten setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

(3) Pemusnahan arsip yang retensinya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

(4) Pemusnahan arsip dilaksanakan secara kimiawi.

(5) Apabila pemusnahan arsip bekerjasama dengan pihak lain harus dibuatkan surat perjanjian pemusnahannya.

Bagian Ketiga

Penyerahan Arsip
Pasal 5

(1) Arsip statis yang bukan berskala kabupaten diserahkan ke lembaga kearsipan Provinsi. 

(2) Penyerahan arsip statis sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Unit Kearsipan Pemerintah Kabupaten.

BAB III

PELAKSANAAN PENYUSUTAN

Pasal 6

Teknis pelaksanaan penyusutan baik di tingkat instansi maupun tingkat Kabupaten adalah sebagaimana diuraikan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 8

(1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di
 Bantul

pada tanggal

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI 

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor
:                     Tahun 2009 

Tanggal
:

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

  GENDUT SUDARTO







